Menimbang

Mengingat

BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

. bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,

meningkatkan daya saing daerah dan pelayanan publik yang
optimal perlu didukung pemerintahan yang akuntabel, efektif
dan efisien yang memiliki tujuan dan sasaran strategis dengan
indikator yang spesifik, terukur dan rasional;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator
kinerja utama untuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan
satuan kerja pemerintah daerah serta unit kerja mandiri
dibawahnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor
16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

AR

Daerah adalah Kabupaten Klungkung.

Bupati adalah Bupati Klungkung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

a.

b.

memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja; dan

memperoleh target kinerja tahunan sebagai ukuran keberhasilan tahunan
Daerah.



Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan pada instansi Pemerintah
Daerah untuk:

perencanaan jangka menengah;

perencanaan tahunan;

penyusunan dokumen perjanjian kinerja;

pelaporan akuntabilitas kinerja;

evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah; dan

pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Mo Qe o

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 meliputi:

a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
dan

b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 5

(1) Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dilaporkan oleh
kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama diukur oleh Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah.

Pasal 6

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan integrasi
Indikator Kinerja Utama ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah
dan Perangkat Daerah.

(2) Inspektorat Daerah melaksanakan reviu, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Indikator Kinerja Utama.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 64); dan

b. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
(Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 18),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,
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Diundangkan di Semarapura

R~ -

’ GEDE LESMANA

N T
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 51
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